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Judul Produk Pelayanan		: Pelayanan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
Nomor KEP			: KEP-168/BC/2021
Nomor Produk			: 135


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayananNo
Komponen
Uraian
1
Persyaratan Pelayanan
1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilampiri
a.  minimal rekomendasi dari pejabat setingkat eselon II pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan; dan
b.  rincian jumlah, jenis/ spesifikasi barang, perkiraan nilai pabean, dan pelabuhan tempat pembongkaran.
2. Barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk sematamata hanya dipergunakan oleh induk organisasi olahraga nasional untuk keperluan olahraga nasional. yang termasuk dalam cakupan induk organisasi olahraga nasional yaitu komite olahraga nasional atau komite olimpiade Indonesia yang diakui secara resmi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
a.  dalam hal impor barang untuk keperluan olahraga dilaksanakan oleh pihak ketiga selain dilampiri dengan dokumen pada angka (1) juga melampirkan surat perJanJian kerjasama mengenai pengadaan barang yang secara tegas menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk.
b.  dalam hal barang untuk keperluan olahraga yang mendapatkan pembebasan bea masuk merupakan barang yang terkena ketentuan larangan, pembatasan, atau tataniaga impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat barang tersebut diimpor.
2
Sistem, Mekanisme
Dan Prosedur
1. pemohon mengajukan pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan beserta dokumen pendukung.
2. Direktur   Fasilitas   Kepabeanan   menerima   dan memberikan arahan kepada Pejabat Bea dan Cukai diproses lebih lanjut.
3.  Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap
pemenuhan seluruh persyaratan
a. dalam hal permohonan pembebasan bea masuk ditolak, Pejabat Bea dan Cukai membuat surat pemberitahuan penolakan dengan mencantumkan alasan penolakan untuk ditandatangani oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.





	
	
	b. dalam hal permohonan pembebasan bea masuk diterima, Pejabat Bea dan Cukai membuat Keputusan  Menteri  Keuangan  mengenai pembebasan bea masuk dengan memuat rincian jumlah, jenis/spesifikasi barang, perkiraan nilai pabean,  pelabuhan  tempat  pembongkaran,  dan masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk  keperluan  olahraga  untuk  ditandatangani oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.
4.  Direktur Fasilitas atas nama Menteri Keuangan meneliti dan menandatangani surat persetujuan/surat penolakan.
5.  Pejabat    Bea    dan    Cukai    menyampaikan    surat
persetujuan/surat penolakan pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan kemudian menyampaikan kepada pemohon.
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	Jangka Waktu
Penyelesaian
	Paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima
lengkap dan sesuai.
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	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya
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	Produk Pelayanan
	1.  Surat Keputusan, atau
2.  Surat  Penolakan  Pembebasan  Bea Masuk  Atas  Impor Barang Untuk Keperluan Olahraga Yang Diimpor Oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional.
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	PenangananPengaduan,
Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan,  Saran,  dan  Masukan  dapat  disampaikan
secara on line  melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di  http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email  pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran
telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3. Menyampaikan  pengaduan,  saran,  dan  masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja




